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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :  28/G/2010 /PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Semarang   yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  dalam  t i ngka t  per tama  dengan  acara  

biasa ,   te l ah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nikodemus Sukirno ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  
Peker j aan  Buruh  Tani ,  Alamat  RT/RW :  
002/007  Desa Taj i  Kec.  Prambanan 
Kabupaten  Kla ten ,  Jawa Tengah; - - - - - - - -

   berdasar  Sura t  Kuasa Khusus  te r t angga l  
3 Mei   2010 member i  Kuasa  
kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. RUDI 

ALFONSO,SH; - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2. NASRULLLAH 

ABDULLAH,SH; - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3. MISBAHUDDIN 

GASMA,SH; - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. SAMSUL 

HUDA,SH; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Hal .  1 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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5. DOREL 
ALMIR,SH; - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -  

Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indones ia ,  peker j aan  Advokat  dar i  
kanto r  Hukum Al fonso  & Par tne rs ,  yang  
bera lamat  di  Ar iob imo  Sent ra l  6 th  Floor  
J l .  HR Rasuna Said  X – 2 No.  5 Jakar ta  
12950 Jakar t a  Sela tan  ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PENGGUGAT;  
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  MELAWAN :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Komisi  Pemil ihan  Umum Kabupaten  Klaten ,  
berkedudukan  di          J l .  Dewi  
Sar t i k a  No.  39 
Kla ten  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   berdasar  Sura t  Kuasa Khusus  te r t angga l  
11 jun i    2010 member i  Kuasa  
kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. HADI,  

SASONO,SH; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2. SUSILO 
YUWONO,SH; - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya berkewarganegaraan  
Indones ia ,  peker j aan  Advokat  dar i  
kanto r  Hukum Hadi  Sasono & Par tne rs ,  
yang  bera lamat  d i  Ja lan  Er langga  raya  
No.  1 – B Semarang;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  
TERGUGAT; - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  te rsebu t  

; - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Semarang  Nomor  :  

28/Pen.D is /G /2010 /PTUN.Smg.  

tangga l   24   Mei   2010  ten tang  lo l os  

Hal .  2 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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putusan.mahkamahagung.go.id

dismisa l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Semarang  te r t angga l  24  Mei  2010 

Nomor  :  

28/Pen.MH/G/2010 /PTUN.Smg.  ten tang  Penunjukan  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

te r t angga l    26   Mei  2010 Nomor  :  

28/Pen.PPers /2010 /PTUN.Smg.  ten tang  Har i  

Pemer iksaan  Pers iapan  pada  har i  Rabu,  tangga l  2 

Jun i  2010; - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

te r t angga l          2  Jun i  2010  Nomor  :  

28/Pen.HS/2010 /PTUN.Smg.  ten tang  Har i  Sidang  

Perkaranya  ya i t u  pada  har i  Rabu,  tangga l  9  Jun i  

2010; - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dar i  

para  p ihak  di  

pers i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG    DUDUK 

PERKARANYA-- - - - - - - - - - - - - - - -

OBYEK 

GUGATAN;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  3 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam perkara  In i  

ada lah  : - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  (SK)  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kla ten  No.  07  Tahun  2010  Tentang  

Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010,  te r t angga l  18  Februar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DASAR  HUKUM 

GUGATAN;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa sebe lum sampai  pada  a lasan- a lasan  dia jukannya  

gugatan  in i  te r l eb i h  dahu lu  PENGGUGAT  hendak  

mengajukan  dasar  hukum PENGGUGAT mengajukan  gugatan  

in i  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa yang  diguga t  o leh  PENGGUGAT ada lah  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  No.  07  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010,  te r t angga l  18  Februar i  

2010; - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Sura t  Keputusan  TERGUGAT a  quo  dibua t  

pada  tangga l  18  Februar i  2010  sedangkan  

Penggugat  mengetahu i  SK a quo  pada  tangga l  19 

Februar i  2010,  sementara  i t u ,  gugatan  in i  

Hal .  4 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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dia jukan  pada  14  Mei  2010,  seh ingga  masih  

da lam tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  

se jak  d i t e r ima  atau  diumumkannya  keputusan  a 

quo,  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l   55  UU No.  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.  Bahwa  Sura t  Keputusan  TERGUGAT a  quo  yang  

dike lua r kan  TERGUGAT  te l ah  sesua i  dengan  

keten tuan  pasa l  1 angka  (2 )  dan  pasa l  1 angka  

(3 )  UU No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3.1 .  TERGUGAT  adalah  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Kla ten  Jawa Tengah,  ada lah  

Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  seh ingga  

TERGUGAT merupakan  badan  atau  pejaba t  

ta ta  usaha  negara  sebaga imana  d imaksud  

pasa l  1  angka  (2 )  UU No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.2 .  Sura t  Keputusan  yang  dike lua r kan  

TERGUGAT te rsebu t  merupakan  suatu  putusan  

ta ta  usaha  negara  yang  memenuhi  syara t -

Hal .  5 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syara t  sebaga imana  dimaksud  pasa l  1 angka  

(3 )  UU No.  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

a.  Konkr i t  karena  Sura t  keputusan  

te rsebu t  nyata - nyata  dibua t  o leh  

TERGUGAT   t i dak  abst rak  te tap i  

berwu jud ,  te r t en t u  dan  dapat  

d i t en tukan  apa  yang  harus  di l akukan  

ya i t u  mengumpulkan  dukungan  se jumlah  

43.854  (empat  pu luh  t i ga  r i bu  delapan  

ra tus  l ima  puluh  empat )  d imana  hal  

te rsebu t  sangat  su l i t  d iwu judkan  

menginga t  jumlah  penduduk  Kabupaten  

Kla ten  t i dak l ah  sebesar  1.461 .802  

(sa tu  ju ta  empat  ra tus  enam  puluh  

satu  r i bu  delapan  ra tus  

dua) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -  

b.  Ind i v i dua l  bahwa  karena  Sura t  

te rsebu t  d i tu j ukan  dan  ber laku  khusus  

bag i  ca lon  perseorangan  yang  akan  

maju  dalam pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Hal .  6 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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c.  Fina l  karena  Sura t  te rsebu t  sudah  

def i n i t i f  dan  menimbulkan  suatu  

ak iba t  hukum dimana  set i ap  ind i v i du  

yang  ing in  maju  sebaga i  ca lon  

perseorangan  dalam  Pemi l i han  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kla ten ,  sudah  dapat  

melakukan  perbua tan  hukum  yang  

berka i t an  dengan  pemenuhan 

persyara tan  yang  di te t apkan  oleh  

Tergugat ,  meski  hat  i t u  sangat  su l i t  

d icapa i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3.3 .  Bahwa  Sura t  Keputusan  a  quo  yang  

dike lua rkan  TERGUGAT te lah  menimbulkan  

ak iba t  berupa  kerug ian  bag i  PENGGUGAT 

se laku  warga  negara  yang  kedudukannya  

sama  di  muka  hukum,  khususnya  hak  

kons t i t u s i o na l  Penggugat  untuk  

mencalonkan  di r i  sebaga i  Bupat i  Kla ten  

Per iode  2010- 2015,  d imana  peker j aan  yang  

di l akukan  oleh  Penggugat  ber l i p a t  ganda  

guna  memenuhi  persyara tan  pengumpulan  

dukungan  yang  senya tanya  t i dak l ah  sebesar  

i t u  j i k a  sa ja  data  kependudukan  yang  

menjad i  acuan  TERGUGAT  benar  

adanya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  7 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4.  Bahwa  PENGGUGAT mengajukan  gugatan  te rhadap  

TERGUGAT  yang  te l ah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  

PENGGUGAT di rug i kan  berdasarkan  pasa l  53  ayat  

(1 )  UU No.  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :

"Seseorang  atau  Badan  Hukurn  Perdata  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  

keputusan  ta ta  usaha  negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  yang  

berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dengan  atau  

tanpa  dise r t a i  tun tu tan  Gant i  rug i  atau  

Rehabi l i t a s i " ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ALASAN ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan  – alasan  PENGGUGAT mengajukan  gugatan  

pembata lan  sura t  keputusan  a  quo  TERGUGAT adalah  

sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa Sura t  Keputusan  a  quo  yang  dike lua rkan  

oleh  TERGUGAT te rsebu t ,  yang  ber i s i  Penetapan  

Syara t   Dukungan  Calon  Perseorangan  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  

2010,  merupakan  perbua tan  yang  melanggar  

Hal .  8 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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keten tuan  Pasa l  53 ayat  1 dan  2 (a ) ,  dan  (b ) ,  

Undang- undang  No  9  tahun  2004  ten tang  

Perubahan  a las  Undang- undang  No 5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  

mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

pengad i l an  yang  benwenang  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

yang  disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  

di rehab i l i t a s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam 

gugatan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  ada lah  : - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  ta ta  Usaha  Negara  yang  

diguga t  i t u  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t  i t u  ber ten tangan  dengan  asas  

Hal .  9 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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-  asas  Umum  pemer in tahan  yang  

balk ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

6.  Bahwa Penggugat  ada lah  Warga  Negara  Indones ia  

yang  bera lamat  d i  RT/RW 002/007  Desa  Taj i  

Kecamatan  Prambanan  Kabupaten  Kla ten ,  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  pada  tangga l  14  Mei  2010,  Penggugat  

te lah  mengambi l  fo rmu l i r  Pendaf ta ran  Calon  

Bupat i  Kla ten  mela lu i  ja l u r  Calon  Perseorangan  

( Independen) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.  Bahwa  kemudian  Penggugat  merasa  kesu l i t a n  

untuk  mengumpulkan  dukungan  sebaga imana  yang  

disya ra t kan  oleh  Sura t  Keputusan  No.  07  Tahun  

2010  Tentang  Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  

Calon  Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  2010,  

te r t angga l  18  Februar i  2010,  yang  dike lua rkan  

oleh  Terguga t .  

9. Bahwa  Penggugat  kebera tan  dengan  jumlah  

dukungan  yang  harus  dikumpulkan  d imana  

Penggugat  mengetahu i  bahwa  Penduduk  Kla ten  

t i dak l ah  sebesar  1.461 .802  (sa tu  ju ta  empat  

ra tus  enam  pu luh  satu  r i bu  delapan  ra tus  

dua) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG  DATA  PENDUDUK  KLATEN  YANG  SIMPANG 

Hal .  10 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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SIUR; - - - - -  

10. Bahwa  Terguga t  t i d ak  mencermat i  da ta  

penduduk  Kla ten  yang  sedemik i an  ruwet  dimana 

set i ap  ins tans i  da lam  Pemer in tahan  Kabupaten  

Kla ten  berbeda  da lam  menentukan  jumlah  

penduduk  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

11. Bahwa  data  Penduduk  Kla ten  berdasarkan  data  

yang  di l ans i r  o leh  Badan  Perencanaan  

Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Kla ten  

2009 ada lah  1.303 .415  orang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEPUTUSAN TATA  USAHA  NEGARA YANG DIGUGAT  ITU 

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG 

BERLAKU;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

12. Bahwa Keputusan  Bupat i  Kla ten  no.  470/81 /2010  

ten tang  jumlah  penduduk  Kla ten  yang  d i j ad i kan  

acuan  oleh  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  a  quo,  t i dak l ah  di l akukan  dengan  

benar  dimana  fak ta  di  lapangan  menunjukkan  

bahwa  data  yang  ada  t i dak l ah  dih impun  

berdasarkan  ka idah  Regis t r as i  Kependudukan  dan  

Pencata tan  Sip i l  da lam  proses  penye lenggaraan  

admin is t r a s i  kependudukan  Kla ten ; - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  pemutakh i r an  data  kependudukan  yang  

Hal .  11 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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di l akukan  oleh  Pemer in tah  Daerah  (Bupat i  

beser ta  ja j a r annya )  ada lah  menyimpang  dan  

keten tuan  sebaga imana  yang  diamanatkan  dalam 

Pasa l  82  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2006  

ten tang  Admin is t r a s i  

Kependudukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  Penge lo l aan  dan  Penya j i an  data  

Kependudukan  seharusnya  di l akukan  mela lu i  

pembangunan  Sis tem  In fo rmas i  Admin is t r a s i  

Kependudukan  (SIAK)  (v ide  Pasa l  82  UU No 23 

Tahun  2006  dan  Sura t  Edaran  Menter i  Dalam 

Neger i  No 470/141 /MD Per iha l  Gerakan  Nasiona l  

Pemutakh i r an  Data  

kependudukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  Data  yang  digunakan  oleh  KPU  yang  

memakai  data  berdasarkan  Sura t  keputusan  

Bupat i  Kla ten  ada lah  t i dak  tepa t  d imana  data  

yang  dipaka i  Bupat i  Kla ten  sudah  usang  dan  

t i dak  berdasarkan  atas  petun juk  pencata tan  

penduduk  sebaga imana  diamanatkan  dalam  Pasa l  

82  UU No  23  Tahun  2006  dan  Sura t  Edaran  

Menter i  Dalam  Neger i  No  470/141 /MD  Per iha l  

Gerakan  Nasiona l  Pemutakh i r an  Data  

kependudukan; - - - - - - - - - - - -

Fakta  d i  lapangan  menunjukkan  bahwa  dengan  

Hal .  12 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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t i dak  d i i ku t i n ya  ka idah  pencata tan  penduduk  

berdasarkan  keten tuan  yang  ada  (v ide  UU No 23 

tahun  2006  dan  Sura t  Edaran  Mendagr i  No 

470/141 /MD) .  menjad i kan  keberadaan  Nomor  Induk  

Kependudukan  (NIK)  Kar tu  Keluarga  dan  Kar tu  

Tanda  Penduduk  (KTP)  PaIsu  banyak  beredar  di  

masyaraka t ; - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u ,  in i l a h  sa lah  satu  kenda la  

yang  akan  dihadap i  o leh  Penggugat  manakala  

te rnya ta  sete lah  mengumpulkan  KTP  yang  

kemudian  di l akukan  ver i f i k a s i  o leh  Tergugat  

dan  te rnya ta  has i l  ver i f i k a s i  menemukan  KTP 

te rsebu t   pa lsu ,  maka akan  menimbulkan  masalah  

hukum bag i  Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  data  pembanding  yang  la i nnya  ada lah  

has i l  pene l i t i a n  yang  di l akukan  o leh  Lembaga 

Penel i t i a n  dan  Pengembangan  Mahasiswa  

Univers i t a s  Gadjah  Mada  Yogyakar t a  dengan  

menggunakan  methode  SIAK,  menunjukkan  bahwa 

penduduk  Kla ten  t i dak l ah  leb ih  dar i  satu  ju ta  

j iwa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Bahwa  adalah  mustah i l  b i l a  ha l  in i  t i dak  

dike tahu i  o leh  Tergugat  d imana  sebe lum 

penerb i t an  Sura t  Keputusan  a  quo,  sudah  

menjad i  pengetahuan  umum  masyaraka t  bahwa 

jumlah  penduduk  Kla ten  t i dak l ah  sebasar  

1.461 .802  j iwa  dika renakan  data  yang  digunakan  

Hal .  13 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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oleh  Bupat i  Kla ten   bukan lah  data  yang  

va l i d ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  Faktanya ,  data  penduduk  Kla ten  

berdasarkan  sensus  te rk i n i  (Mei  2010)  adalah  

1.121 .000  (sa tu  ju ta  sera tus  dua  puluh  satu  

ju t a  

j iwa ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

19. Hal  yang  demik ian  in i l a h  yang  menjad i  acuan  

dal i l  penggugat  bahwa  Tergugat  t i dak l ah  mau 

mendengar  dan mel iha t  fak ta  yang  ada dan hanya  

menggampangkan  sa ja  menggunakan  data  yang  

disodorkan  oleh  Bupat i  Kla ten  tanpa  mau 

melakukan  pemutakh i r an  data  dengan  

membandingkan  dengan  data  yang  ada  di  tempat  

la i n ,  semisa l  data  yang  d imi l i k i  o leh  BPS 

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

KEPUTUSAN TATA  USAHA  NEGARA YANG DIGUGAT  ITU 

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS  UMUM PEMERINTAHAN 

YANG 

BAIK; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PENDAHULUAN; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penger t i an  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  

Hal .  14 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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menurut  Jaz im  Hamid i ,  merupakan  ni l a i - n i l a i  et i k  

yang  hidup  dan  berkembang  da lam  l i ngkungan  Hukum 

Admin is t r a s i  Negara .  Asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ber fungs i  sebaga i  pegangan  bag i  pe jaba t  

admin is t r a s i  negara  dalam  menja lankan  fungs inya  

merupakan  ala t  u j i  bagi  hak im  admin is t r a s i  da lam 

meni la i  t i ndakan  admin is t r a s i  negara  (yang  berwujud  

besch ikk i ng ) ,  dan  sebaga i  dasar  penga juan  gugatan  

bag i  penggugat .  Sebagian  besar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  masih  merupakan  asas- asas  

yang  t i dak  te r t u l i s ,  abst rak ,  dan  dapat  d iga l i  

da lam  prak t i k  keh idupan  masyaraka t .  Sebagian  asas  

yang  la i n  sudah  menjad i  ka idah  Hukum te r t u l i s  dan  

te rpencar  da lam  berbaga i  pera tu ran  Hukum 

pos i t i f ; - - - - - - - -

Ar t i  pent i ng  dan fungs i  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  bag i  admin is t r a s i  negara  ada lah  sebaga i  

pedoman  dalam  penafs i r an  dan  penerapan  te rhadap  

keten tuan  perundang- undangan  yang  sumi r ,  Samar  atau  

t i dak  je l as ,  juga  untuk  membatas i  dan  menghindar i  

kemungk inan  admin is t r a s i  negara  mempergunakan  

f re i es  ermessen  yang  jauh  menyimpang  dar i  keten tuan  

Undang- Undang  Admin is t r a s i  negara  dapat  te rh i nda r  

dar i  perbuatan  onrech tmat i ge  daad,  detournement  de  

pouvo i r ,  abus  de  dro i t ,  dan  

ul t r av i r e s ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bagi  masyaraka t ,  sebaga i  pencar i  kead i l an ,  asas-
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asas  umum pemer in tahan  yang  baik  dapat  d igunakan  

sebaga i  dasar  gugatan .  Bagi  hak im  Tata  Usaha  

Negara ,  dapat  d igunakan  sebaga i  a la t  menguj i  dan  

membata lkan  keputusan  yang  dike lua rkan  pejaba t  Tata  

Usaha Negara ,  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

berguna  bag i  badan  leg i s l a t i f  da lam  merancang  

Undang- Undang; - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  asas- asas  i t u  sebaga i  asas- asas  yang  

hidup ,  d iga l i  dan  dikembangkan  o leh  hak im.  

Sebaga i  hukum t i dak  te r t u l i s ,  ar t i  yang  tepa t  

untuk  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

bag i  t i ap  keadaan  te rsend i r i ,  t i dak  se la l u  

dapat  d i j aba rkan  dengan  

te l i t i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.  Bahwa  set i daknya  ada  7  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  yang  sudah  memi l i k i  

tempat  yang  je l as  d i  Belanda :  Asas  persamaan,  

asas  kepercayaan ,  asas  kepas t i an  hukum,  asas  

kecermatan ,  asas  pember ian  alasan ,  la rangan  

'de tou rnement  de  pouvo i r ,  dan  la rangan  

ber t i ndak  sewenang- wenang; - - - - - - - - - -

22. Asas- Asas  Umum Penye lenggaraan  Negara  yang  

Baik  menuru t   Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  

1999 menyatakan

1. Asas  Kepast i an  Hukum,  ya i t u  asas  dalam 

negara  hukum yang  mengutamakan  landasan  
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pera tu ran  perundang- undangan,  kepatuhan  

dan  kead i l an  da lam  set i ap  keb i j akan  

Penye lenggara  Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ,  ya i t u  

asas  yang  menjad i  landasan  kete ra tu r an ,  

keseras ian ,  dan  kese imbangan  da lam 

pengenda l i an  penye lenggaraan  

negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Asas  Kepent i ngan  Umum,  ya i t u  asas  yang  

mendahulukan  kese jah te raan  umum dengan  

cara  asp i ra t i f ,  akomodat i f ,  dan  

se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Asas  Keterbukaan ,  ya i t u  membuka  di r i  

te rhadap  hak  masyaraka t  untuk  mempero leh  

in fo rmas i  yang  benar ,  ju j u r ,  dan  t i dak  

disk r im i na t i f  ten tang  penye lenggaraan  

negara  dengan  te tap  memperhat i kan  

per l i ndungan  atas  hak  asas i  pr ibad i ,  

go longan ,  dan rahas ia  negara ; - - - - - - - - -

5. Asas  Propors iona l i t a s ,  ya i t u  asas  yang  

mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban  Penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

6. Asas  Pro fes i ona l i t a s ,  ya i t u  asas  yang  

mengutamakan  keah l i an  yang  ber landaskan  
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kode  et i k  dan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - -

7.  Asas  Akuntab i l i t a s  ya i t u  asas  yang  

menemukan set i ap  keg ia tan  dan has i l  akh i r  

dar i  keg ia tan  Penye lenggara  Negara  harus  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kepada  

masyaraka t  atau  rakya t  sebaga i  pemegang 

kedau la tan  te r t i n gg i  negara  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa asas- asas  yang  te l ah  d isebu tkan  dia tas  

te lah  di l anggar  secara  semena- mena  oleh  

Tergugat  d imana  Tergugat  sama  seka l i  t i dak  

mel iha t  fak ta  dan  fenomena  yang  ada  bahwa 

penduduk  Kla ten  t i dak l ah  sebesar  1.461 .802  

(sa tu  ju ta  empat  ra tus  enam puluh  satu  r i bu  

delapan  ra tus  dua) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa  sebe lum  dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  

TERGUGAT te rdapa t  kes impang  s iu ran  in f o rmas i  

ten tang  DATA  KEPENDUDUKAN YANG VALID  dan 

BENAR,  dimana  ak iba t  keraguan  mengenai  data  

kependudukan  dimaksud ,  maka  Tim  Ahl i  dar i  

Univers i t a s  Gadjah  Mada  Yogyakar t a  melakukan  

pene l i t i a n  Independen  untuk  menemukan  bukt i  

dan  data  yang  benar  mengenai  berapa  jumlah  

penduduk  Kla ten  yang  
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sebenarnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bahwa  in fo rmas i  yang  sebenarnya  jus t r u  

dipe ro l eh  PENGGUGAT maupun  masyaraka t  mela lu i  

media  massa,  anta ra  la i n  ket i ka  Univers i t a s  

Gadjah  Mada  melakukan  pene l i t i n  Independen.  

te rmasuk  juga  ket i ka  masyaraka t  menemukan 

perbedaan  mencolok  dar i  data  penduduk  pener ima  

bantuan  bencana  alam  dan  data  penduduk  yang  

ber ta j uk  Kla ten  da lam 

Angka; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

KERUGIAN 

PENGGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa  ada lah  hak  Penggugat  sebaga i  warga  

negara  untuk  mencalonkan  d i r i  menjad i  Bupat i  

Kla ten  Per iode  2010- 2015  sebaga imana  di j amin  

dalam  konst i t u s i  yakn i  “Set i ap  warga  negara  

bersamaan  kedudukannya  d ida lam  hukum  dan  

pemer in tahan" ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa jaminan  dalam kons t i t u s i  d ia tas  harus lah  

di t aa t i  dan  di i ndahkan  oleh  pelaku  tugas  

pemer in tahan  di  repub l i k  in i  tanpa  

disk r im inas i  dan  mengacu  pada  keten tuan  yang  

ada; - - - -  
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28. Bahwa  keten tuan  mengenai  ca lon  perseorangan  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pera tu ran  KPU No 15 

Tahun  2008  dalam  pasa l  7 

disebu tkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Bakal  pasangan  ca lon  perseorangan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  2  huru f  

b  dapat  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  baka l  

pasangan  ca lon  Bupat i /Wa l i k o t a  dan  Waki l  

Bupat i /Wak i l  Wal iko ta ,  apabi l a  memenuhi  

syara t  dukungan,  dengan  

keten tuan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a. Kabupaten /Ko ta  dengan  jumlah  penduduk  

sampai  dengan  250.000  (dua  ra tus  l ima  

puluh  r ibu )  j iwa  harus  didukung  

sekurang- kurangnya  6.5%  (enam  koma 

l ima  

persen) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b. Kabupaten /Ko ta  dengan  jumlah  penduduk  

leb ih  dar i  250.000  (dua  ra tus  l ima  

puluh  r ibu )  j iwa  sampai  dengan  

500.000  ( l ima  ra tus  nbu)  j iwa  harus  

didukung  sekurang  -  kurangnya  5% 

( l ima  

persen) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Kabupaten /ko ta  dengan  jumlah  penduduk  

leb ih  dar i  500.000  ( l ima  ra tus  r i bu )  

j iwa  sampai  dengan  1.000 .000  (sa tu  

ju t a )  j iwa  harus  didukung  sekurang-

kurangnya  4%  (empat  persen) ;  

dan; - - - - - -

d. Kabupaten /Ko ta  dengan  jumlah  penduduk  

leb ih  dar i  1.000 .000  (sa tu  ju t a )  j iwa  

harus  didukung  sekurang- kurangnya  3% 

( t i g a  persen) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 )  Jumlah  dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  te r sebar  di  leb ih  dan  50% ( l ima  

puluh  persen)  jumlah  kabupaten /ko ta  di  

prov ins i  yang bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - -

(4 )  Jumlah  dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (2 )  te r sebar  di  leb ih  dar i  50% ( l ima  

puluh  persen)  jumlah  kecamatan  di  

kabupaten / ko ta  yang  bersangku tan ; - - - - - - - -

(5 )  Untuk  penetapan  syara t  min ima l  jumlah  

dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  dan  ayat  (2 ) .  KPU 

Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  menetapkan  

persya ra tan  min ima l  jumlah  dukungan  

dengan  Keputusan  KPU  Prov ins i  atau  

Keputusan  KPU Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - -

(6 )  Dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  
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(3 )  dan  ayat  (4 )  d ibua t  da lam  bentuk  

sura t  dukungan  yang  dise r t a i  dengan  

fo tokop i  KTP atau  sura t  kete rangan  tanda  

penduduk  yang  masih  ber laku  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang-

undangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 ) Sura t  kete rangan  tanda  penduduk  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (6 ) ,  

mel ipu t i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Kar tu  Tanda  Penduduk  Sementara  ;  

atau ; - - - - - - - - -

b. Kar tu  Keluarga  ;  

atau ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Paspor t  ;  

atau ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

d. Sura t  Kete rangan  domis i l i  yang  

dike lua r kan  o leh  Lurah /Kepa la  

Desa/Camat  atau  sebutan  la i nnya ;

(8 )  Penduduk  yang  berhak  member i kan  dukungan  

ada lah  penduduk  yang  te l ah  berus ia  17 

( tu j uh  betas )  tahun  atau  sudah/pernah  

kawin  dan te rda f t a r  sebaga i  pemi l i h ;

(9 )  Anggota  TNI  dan  Pol r i ,  KPPS,  PPS,  PPK,  

KPU,  KPU  Prov ins i ,  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  Bawaslu ,  Panwaslu  

Prov ins i ,  Panwaslu  Kabupaten /Ko ta ,  Panwas 
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-  Kecamatan ,  Pangawas Pemi lu  Lapangan  dan 

ja j a r an  kesekre ta r i a t a n  penye lenggara  

Pemi lu  dan  Pengawas  Pemi lu  t i dak  dapat  

member ikan  dukungan  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  

(6 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

29. Bahwa  argumen- argumen  dia tas  oleh  karenanya  

membukt i kan  bahwa  sangat l ah  bera lasan  j i ka  

Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  Buat i  Kla ten  2010-

2015  di tunda  pelaksanaannya  hingga  data  

penduduk  te l ah  d imutakh i r kan  dan  penduduk  

Kla ten  te rda ta  secara  past i  dan  jumlahnya  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  secara  

hukum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas  PENGGUGAT 

dengan  in i  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  yang  memer iksa  perkara  

in i  berkenan  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam 

Prov is i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menetapkan  bahwa  Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kla ten  di tunda  pe laksanaannya  sampai  
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di l akukannya  pemutakh i r an  data  kependudukan  dan  

didapa tnya  jumlah  penduduk  Kla ten  secara  past i  dan  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  secara  

hukum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  

Perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  PENGGUGAT 

untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l   atau  t i dak  sah  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  No.  07  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010,  te r t angga l  18  Februar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  No.  07  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  

Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010,  te r t angga l  18  Februar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  TERGUGAT  untuk  mengeluarkan  

Sura t  Keputusan  baru  Tentang  Penetapan  Jumlah  
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Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  

2010  yang  sesua i  dengan  data  penduduk  r i i l  

Kabupaten  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  TERGUGAT  untuk  membayar  se lu ruh  

biaya  perkara  hingga  keputusan  in i  mempunyai  

kekuatan  hukum 

te tap ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  Yang  Mul ia  

berpendapat  la i n ,  mohon putusan  sead i l ad i l nya .  (ex  

aequo et  bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  te rsebu t ,  p ihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  14  

Jun i  2010  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

I .  DALAM 

EKSEPSI  :  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Kesa lahan  

subyek  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  

mempermasa lahkan  ten tang  "da ta  jumlah  

Hal .  25 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk  Kabupaten  Kla ten" ,  yang  menuru t  

Penggugat  datanya  s impang  

s iu r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- J ika  demik ian  maka  seharusnya  gugatan  in i  

t i dak  di tu j u kan  kepada  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Kla ten  (Terguga t  in  casu) ,  

karena  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan,  Komis i  Pemi l i han  Umum  t i dak  

mempunyai  kewenangan  mengenai  

penye lenggaraan  admin is t r a s i  

kependudukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa te rka i t  dengan  masalah  kependudukan ,  

kedudukan  /  kewaj i ban  Tergugat  ada lah  

sebatas  untuk  meminta  data  jumlah  penduduk  

kepada  PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN untuk  

digunakan  sebaga i  dasar  menyusun  pedoman 

tekn i s  t i ap - t i ap  tahapan  penye lenggaraan  

Pemi lukada  ;  Dalam hal  in i  Terguga t  t i dak  

memi l i k i  kewaj i ban  atau  kewenangan  untuk  

menolak  atau  mengoreks i  data  yang  

disampaikan  oleh  Pemer in tah  Daerah  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Kesa lahan  

obyek   : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  obyek  gugatan  Penggugat  adalah  :  

"SURAT  KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM 

KABUPATEN KLATEN tangga l  18  Februar i  2010  

No.  07  Tahun  2010  ten tang  PENETAPAN JUMLAH 

SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA 

PEMILIHAN  UMUM BUPATI  DAN WAKIL  BUPATI  

KLATEN 2010"  (se lan j u t n ya  akan  disebu t  :  

"obyek  

gugatan ' ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa  "obyek  gugatan"  te rsebu t  d i  atas  

bukan  merupakan  Penetapan  (besch i kk i ng )  

yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  mela inkan  ada lah  merupakan  Pera tu ran  

( rege l i n g )  yang  bers i f a t  umum da lam  rangka  

kewenangan  Tergugat  untuk  menyusun  dan  

menetapkan  pedoman  yang  bers i f a t  tekn i s  

t i ap - t i ap  tahapan  penye lenggaraan  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  (v ide  :  Pasa l  10  ayat  (3 )  huru f  

a,  b  dan  c  UU  Nomor  22  Tahun 

2007) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

 Bahwa  berdasarkan  Pasa l  1 

angka  3 UU No.  5 Tahun 1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  
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Usaha  Negara ,  yang  dapat  

d iguga t  d i  PTUN  adalah  

Keputusan  (besch i kk i ng )  

yang  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l  ;  

Yai tu  keputusan  te rmaksud  

bers i f a t  spes i f i k ,  

d i t u j u kan  kepada  persona  

hukum  atau  adressa t  

te r t en tu ,  dengan  iden t i t a s  

te r t en tu ,  a lamat  te r t en tu  ;  

Sedangkan  "obyek  gugatan"  

da lam  perkara  in i  ada lah  

merupakan  pengatu ran  yang  

bers i f a t  umum  ( rege l i n g )  

d imana  mater i  atau  is i  dar i  

pera tu ran  te rsebu t  bers i f a t  

abst rak ,  d i tu j u kan  kepada  

semua  warga  masyaraka t  

tanpa  te rkecua l i ,  dan t i dak  

bers i f a t  f i na l  karena  masih  

berupa  pedoman  untuk  

di t e rapkan  pada  kasus- kasus  

atau  ke jad ian  in  

konkre to ; - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  oleh  karena  "obyek  

gugatan"  ada lah  merupakan  

Hal .  28 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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"pengatu ran  yang  bers i f a t  

umum",  maka  berdasarkan  

Pasa l  2 Undang Undang No.  9 

Tahun  2004  angka  2,  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Kla ten  a quo 

t i dak  dapat  menjad i  obyek  

gugatan  

TUN; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.  "Obyek  gugatan"   t i dak  menimbulkan  ak iba t  

hukum : - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  suatu  Keputusan  TUN  dapat  d i j ad i kan  

obyek  gugatan  apab i l a  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  badan  hukum  perda ta ,  

berupa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a. keputusan  yang  bers i f a t  pos i t i f  yang  

menimbulkan  hak  atau  kewaj i ban  bag i  

seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

dikena i  o leh  keputusan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - -

b. keputusan  yang  bers i f a t  negat i f  :  yang  

meniadakan ,  menolak  atau  t i dak  mener ima  

suatu  hak  dar i  seseorang  atau  badan  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Hal .  29 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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c. keputusan  negat i f  -  f i k t i f  :  yakn i  apab i l a  

Pejaba t  TUN  t i dak  member ikan  keputusan  

atas  suatu  permohonan  untuk  mendapatkan  

suatu  hak  yang  dia j ukan  oleh  seseorang  

atau  badan 

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  "obyek  gugatan"  ada lah  pera tu ran  

yang  bers i f a t  "dec la ra t o i r " ,  t i dak  

menimbulkan  suatu  ak iba t  atau  suatu  

perubahan  apapun  juga  te rhadap  kedudukan,  

hak  dan  kewaj i ban  hukum  seseorang ,  

te rmasuk  Penggugat   In  casu,  Penggugat  

te tap  memi l i k i  hak  untuk  menyalonkan  d i r i  

sebaga i  Peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  Katen  

tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4.  Tentang  Lega l  stand ing  

Penggugat  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  30 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa  Penggugat  te r l a l u  premature  mengajukan  

gugatan  a  quo,  karena  sampai  saat  in i  

Penggugat  be lum  pernah  mendaf ta r kan  d i r i  

sebaga i  ca lon  Bupat i  atau  Waki l  Bupat i  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga imana  dikemukakan  dida lam  dal i l  gugatan  

angka  7,  Penggugat  baru  mengambi l  fo rmu l i r  

pendaf ta r an ,  dan belum melangkah  pada  t i ndakan  

nyata  untuk  menyerahkan  pendaf ta ran  dan  

ver i f i k a s i  dukungan  ;  Pengambi lan  fo rmu l i r  

semacam i t u  dapat  d i l akukan  o leh  s iapa  sa ja  

tanpa  kecua l i ,  seh ingga  Penggugat  da lam  hal  

in i  t i dak  memi l i k i  " l ega l  stand ing "  untuk  

mengajukan  gugatan  a  quo.  Berdasarkan  alasan-

alasan  atau  sa lah  satu  alasan  EKSEPSI  te rsebu t  

d i  atas ,  maka  gugatan  Penggugat  harus  

dinya takan  :  "T IDAK  DAPAT  DITERIMA"  (n ie t  

onvanke l i j k e  verk l aa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  DALAM  POKOK  PERKARA 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  a lasan- alasan  

gugatan  sebaga imana  dikemukakan  di  da lam 

dal i l - da l i l  Penggugat ,  kecua l i  yang  secara  

tegas  diaku i  dan  dibenarkan  oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  31 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa ha l - ha l  yang  te l ah  dikemukakan  di  da lam 

bab  Ekseps i  d ianggap  te rmuat  kembal i  d i  da lam 

bab Pokok  Perkara  in i ; - - - - -

3. Jawaban  te rhadap  dal i l  angka  

5 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Tergugat  menolak  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa  Sura t  Keputusan  a  quo  

melanggar  Pasal  53 ayat  1 dan 2 (a )  dan (b )  UU 

No.  9  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Jawaban  te rhadap  dal i l  angka  6  — 

9 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  di  da lam  alasan  gugatan  angka  6  -  9,  

Penggugat  mendal i l k an ,  bahwa  pada  tangga l  14 

Mei  2010  Penggugat  mengambi l  fo rmu l i r  

Pendaf ta ran  Calon  Bupat i  Kla ten  mela lu i  ja l u r  

Calon  Perorangan  ( i ndependent ) ,  kemudian  

Penggugat  merasa  kesu l i t a n  untuk  mengumpulkan  

dukungan  sebaga imana  disya ra t kan  dida lam  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  tangga l  18  Februar i  2010  No.  07  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da l i l  Penggugat  te rsebu t  sangat  kabur ,  

karena  pada tangga l  19 Februar i  2010 Penggugat  

sudah  mengetahu i  syara t  dukungan  ca lon  

perseorangan  peser ta  pemi l i han  umum Bupat i  dan  

Hal .  32 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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waki l  Bupat i  Kla ten  ( l i h a t  da l i l  gugatan  angka  

2) ; - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga  apab i l a  Penggugat  merasa  kesu l i t a n  

mengumpulkan  dukungan,  seharusnya  Penggugat  

t i dak  per lu  mengambi l  fo rmu l i r  pendaf t a r an  

Calon  Bupat i  Kla ten  mela lu i  ja l u r  Perseorangan  

pada  tangga l  14  Mei  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Jawaban  te rhadap  dal i l  angka  10  – 

11 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DATA PENDUDUK KLATEN YANG SIMPANG SIUR 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dal i l  Penggugat  angka  

10  –  11  yang  menyatakan  bahwa Tergugat  t i dak  

mencermat i  data  penduduk  Kla ten  yang  (menuru t  

Penggugat )  sedemik ian  ruwet ; - - - - - - - - - - - - -

Bahwa tugas  Tergugat  adalah  bukan  menetapkan  

jumlah  penduduk,  mela inkan  untuk  membuat  

Penetapan  ten tang  syara t  min imal  jumlah  

dukungan  bag i  ca lon  perseorangan ;  Dan  dalam 

hubungan  in i ,  Tergugat  te l ah  ber t i ndak  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan,  yakn i  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  68  

Tahun  2009  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah ,  sbb : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  33 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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-  Pasal  8  (5 )  menentukan ,  bahwa  "Untuk  

penetapan  syara t  pa l i ng  sed ik i t  jumlah  

dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(1 )  dan  ayat  (2 ) ,  KPU 

Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  menetapkan  

persya ra tan  pal i ng  sed ik i t  jumlah  dukungan  

dengan  Keputusan  KPU  Prov ins i  atau  

Keputusan  KPU  Kabupaten /Ko ta  dan  

disampaikan  kepada  Pimpinan  DPRD  yang  

bersangku tan  sebe lum  pendaf ta ran  pasangan  

ca lon" ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pasal  8  ayat  (6 )  menentukan ,  bahwa  :  

"Untuk  penyusunan  Keputusan  KPU Prop ins i  

atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (5 )  KPU Prop ins i  atau  

KPU Kabupaten /Ko ta  mendasarkan  pada  jumlah  

penduduk  yang  d isampaikan  oleh  Pemer in tah  

Prov ins i  atau  Pemer in tah  Kabupaten /Ko ta  

pada  tangga l  Keputusan  te rsebu t  

d i te rb i t k an  atas  permin taan  KPU Prov ins i  

atau  KPU Kabupaten /Ko ta " ; - - - -

Bahwa Tergugat  te l ah  ber t i ndak  mela lu i  proses  

dan  prosedur  secara  cermat ,  

sbb  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

a. Tergugat  te lah  mengi r im  permin taan  kepada  

Hal .  34 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.
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Bupat i  Kla ten  dengan  Sura t  Nomor  

014/ I / 2010  tangga l  18  Januar i  2010  agar  

Pemer in tah  Kabupaten  Kla ten  menyampaikan  

data  jumlah  penduduk  Kabupaten  Kla ten  

untuk  d igunakan  sebaga i  dasar  Keputusan  

KPU Kabupaten  Kla ten  ten tang  persyara tan  

jumlah  min imal  dukungan  untuk  pasangan  

ca lon  Perseorangan ; - - - - - - - - - -

b. Atas  permin taan  te rsebu t  d ia tas ,  te l ah  

di te rb i t k an  KEPUTUSAN BUPATI  KLATEN Nomor  

470/81 /2010  tangga l  18  Pebruar i  2010  

ten tang  JUMLAH  PENDUDUK  KABUPATEN 

KLATEN;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

c . Bahwa  untuk  menjamin  akuntab i l i t a s  data  

te rsebu t  maka  dibua t l ah  BERITA  ACARA 

tangga l  18  Februar i  2010  Nomor  :  

470/66 /27  ten tang  Penyerahan  Data  Jumlah  

Penduduk  Kabupaten  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  menerb i t kan  

SURAT  KEPUTUSAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM 

KABUPATEN KLATEN tangga l  18 Februar i  2010  

No.  07  Tahun  2010  ten tang  Penetapan  

Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kla ten  2010  dengan  mendasarkan  
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pada  jumlah  penduduk  sesua i  dengan  

Keputusan  Bupat i  Kla ten  te rsebu t  d i  atas ,  

yakn i  sebesar  :  1.461 .802  (sa tu  ju ta  

empat  ra tus  enam puluh  satu  r i bu  delapan  

ra tus  dua)  

orang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

e.  Bahwa Terguga t  t i dak  per lu  membandingkan  

dengan  data  yang  ada  di  tempat  la i n ,  

karena  hal  te rsebu t  jus t r u  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan,  

sebaga imana  dia tu r  d ida lam  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  68  Tahun  

2009  te rsebu t              d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Jawaban  te rhadap  dal i l  angka  12  -  

19 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG KEPUTUSAN  TATA  USAHA  NEGARA  YANG 

DIGUGAT  BERTENTANGAN  DENGAN  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN  YANG 

BERLAKU : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  alasan- alasan  Penggugat  

yang  mendal i l k an  bahwa  Keputusan  Tergugat  a 

quo  "Ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  Yang Ber laku " ; - - - - - - - -

 Bahwa  tugas  pokok  dan  fungs i  Terguga t  
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ada lah  sebaga i  penye lenggara  Pemi lukada  

Kabupaten  Kla ten ,  dengan  kewenangan  

menyusun  dan  menetapkan  pedoman  yang  

bers i f a t  tekn i s  untuk  t i ap - t i ap  tahapan  

penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  (v ide  :  

Pasal  10  ayat  (3 )  huru f  a,  b  dan  c  UU 

Nomor 22 Tahun 2007) ; - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa dalam hal  menentukan  batas  min ima l  

dukungan  untuk  ca lon  perseorangan ,  

kewaj i ban  Tergugat  ada lah  untuk  meminta  

data  jumlah  penduduk  yang  disampaikan  

oleh  PEMERINTAH  KABUPATEN  KLATEN  pada  

tangga l  Keputusan  te rsebu t  d i t e rb i t k an  

(v i de :  Pasa l  8  ayat  (6 )  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor  68  Tahun 

2009  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa data  jumlah  penduduk  yang  digunakan  

sebaga i  dasar  da lam  Keputusan  a  quo  

bersumber  pada  kete rangan  resmi  yang  

disampaikan  o leh  PEMERINTAH  KABUPATEN 

KLATEN,  sebaga imana  te r t uang  dalam 

Keputusan  Bupat i  Kla ten  Nomor  470/81 /2010  

tangga l  18  Pebruar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  mengenai  pe laksanaan  UU  No.  23 
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Tahun  2006  ten tang  Admin is t r a s i  

Kependudukan  t i dak  menjad i  tugas  dan  

tanggung jawab  Tergugat ,  dan  Terguga t  

t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  

mengawasi  dan/a tau  menyampur i  urusan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Berdasar  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka proses  

dan  prosedur  penerb i t an  Keputusan  a  quo  

( "obyek  sengketa " )  sudah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - -

7.  Jawaban  atas  dal i l  angka  20  -  

25 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG KEPUTUSAN  TATA  USAHA  NEGARA  YANG 

DIGUGAT  BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS  UMUM 

PEMERINTAHAN  YANG 

BAIK; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  alasan- alasan  Penggugat  

yang  menyatakan  bahwa Tergugat  te lah  melanggar  

Asas  Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ;  Jus t ru  

seba l i knya ,  Tergugat  te l ah  memenuhi  AAUB,  

sbb  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

 Asas  Kepast i an  

Hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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Bahwa  penerb i t an  Keputusan  a  quo  ada lah  

jus t r u  agar  te rdapa t  kepas t i an  hukum 

mengenai  jumlah  min ima l  dukungan  ca lon  

perseorangan  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kla ten  

2010  – 

2015; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

 Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  

Negara  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  menetapkan  jumlah  min imal  

dukungan  ca lon  perseorangan  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  Kla ten  2010  –  2015,  Tergugat  

mendasarkan  pada  jumlah  penduduk  

Kabupaten  Kla ten  yang  d isampaikan  o leh  

Pemer in tah  Kabupaten  Kla ten  dengan  sa l i ng  

menghormat i  kewenangan  masing-

masing ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

- Asas  Kepent i ngan  

Umum : - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa   Keputusan  a  quo  di te r b i t k an  

oleh  Tergugat  agar  penye lenggaraan  

Pemi lukada  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kla ten  dapat  ber langsung  sesua i  

dengan  tahapan  yang  
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di t e t apkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Asas  

Keterbukaan  : - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Keputusan  a  quo  te l ah  

disos ia l i s a s i k an  kepada  masyaraka t  

luas  sebaga imana mest inya ;

- Asas  

Propors i ona l i t a s  : - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa proses  penerb i t an  Keputusan  o 

quo  di l akukan  sesua i  dengan  

kewenangan,  hak  dan  kewaj i ban  

masing- masing  penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Asas  

Akuntab i l i t a s  : - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa Keputusan  a quo  te l ah  d ip roses  

sesua i  dengan  mekanisme  dan 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  seh ingga  dapat  
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diper t anggung jawabkan  sepenuhnya  

kepada  

masyaraka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Jawaban  atas  dal i l  angka  26 

- 28 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  KERUGIAN 

PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Terguga t  menolak  dal i l  Penggugat  angka  

26  –  28  yang  menyatakan  te rdapa t  "Kerug ian  

Penggugat " ,  karena  : - - - - - - - - - - - -

- (Per l u  dikemukakan  leb ih  

du lu ,  bahwa  Pera tu ran  KPU 

No.  15  Tahun  2008  yang  

dikemukakan  sebaga i  da l i l  

gugatan  angka  28,  sudah  

dicabu t  dan  dinya takan  

t i dak  ber laku  lag i  

berdasarkan  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

:  68  Tahun 

2009) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

-  Bahwa  Penggugat  t i dak  layak  menyatakan  

sebaga i  Pihak  yang  merasa  di rug i kan  

kepent i ngannya ,  karena  dengan  te rb i t n ya  
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"obyek  sengke ta "  hak  Penggugat  untuk  

mencalonkan  di r i  sebaga i  Bupat i  Kla ten  

per i ode  2010  –  2015  te tap  di j am in  dan  

di l i n dung i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

-  Adapun  mengenai  Penggugat  merasa  t i dak  

sanggup  memenuhi  syara t  dukungan  min imal  

ada lah  merupakan  persoa lan  pr ibad i  

Penggugat  send i r i  yang  t i dak  ada  ka i t annya  

dengan 

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

9.  TENTANG  PERMOHONAN 

PENUNDAAN : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  mohon  agar  Maje l i s  Hakim 

menolak  dengan  tegas  permohonan  prov i s i  yang  

dia j ukan  Penggugat ,  dengan  alasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

a. Penundaan  "obyek  

sengketa ”  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa  sesua i  dengan  Tahapan,  Program,  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  Tahun  2010,  

maka  tahap  penyerahan  dukungan  ca lon  

perseorangan  sudah  di t u t up  pada  har i  Jumat  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  11  Jun i  2010  puku l  00.00  WIB  ;  

Dengan  demik ian  "obyek  sengke ta "  sudah  

te r l a ksana ,  seh ingga  penundaannya  t i dak  ada  

kemanfaa tan  bag i  Penggugat  ataupun  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penundaan  Pemi l i han  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kla ten  : - - - -

-  Bahwa  permohonan  Penggugat  agar  

pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  

di tunda  sebaga imana  di tuangkan  dalam 

tun tu tan  "Prov i s i "  ada lah  t i dak  layak  

dan  harus  di t o l a k ,  karena  di  dalam 

pera tu ran  perundang- undangan  secara  

l im i t a t i f  te lah  di te t apkan  hal - ha l  atau  

per i s t i wa - per i s t i wa  yang  dapat  d ipaka i  

sebaga i  dasar  untuk  menunda  pelaksanaan  

Pemi lu ; - - -

-  Bahwa  sesua i  dengan  Sura t  Edaran  

Mahkamah Agung  R. I .  Nomor  07  Tahun  2010  

tangga l  11  Mei  2010  di tegaskan ,  agar  

Ketua  PTUN  atau  Maje l i s  Hakim  dalam 

memer iksa  sengketa  :  "harus  dih inda r i  

putusan  atau  penetapan  yang  akan  

mengganggu  proses  dan  jadwa l  pe laksanaan  

Pemi lu " ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

Hal .  43 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan  ura ian  di  atas ,  maka  Tergugat  memohon 

agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

memutuskan  sbb : - - - - - - - - - -

1. Mener ima  dan  mengabulkan  EKSEPSI  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  :  DITOLAK atau  

set i dak - t i daknya  :  TIDAK  DAPAT 

DITERIMA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  jawaban  Tergugat  

te rsebu t  p ihak  Penggugat   te lah  mengajukan  Repl i k  

te r t angga l  16  Mei   2010,  dan  atas  Repl i k  te r sebu t  

Kuasa  hukum Tergugat  juga  te l ah  mengajukan  Dupl i k  

te r t angga l  21  Jun i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

 Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  – 

da l i l  gugatannya ,  Kuasa  Penggugat  te l ah  mengajukan  

bukt i  –  bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  –  sura t  yang  

di tanda i  P -  1  sampai   dengan    P –  9  yang  te l ah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan te l ah  pula  dicocokkan  

dengan  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  

yang  sah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 P  – : Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Hal .  44 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Umum Kabupaten  Kla ten  No.  07 Tahun 
2010; - - - - - - - - - - - - - - -   

2

.

P  – 

2 

: Keputusan  Bupat i  Kla ten  No.  
470/81 /2010  Tentang  Penduduk  
Kabupaten  Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - -   

3

.

P  – 

3 

: Laporan  Kependudukan  Kabupaten  
Kla ten  dan Dinas  Kependudukan  
Kabupaten  Kla ten ; - - - - - - - - - - - -

4

.

P  – 

4 

: Tabel  Angka Kelah i r an  dan Kemat ian  
Kab.  Kla ten  (K la ten  Dalam Angka  
2009) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

.

P  – 

5 

: Notu lens i  Rapat  Kord inas i  
Pemutakh i r an  Data  Penduduk  Kabupaten  
Kla ten  2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

.

P  – 

6 

: Penduduk  Kla ten  1,121  Juta  J iwa  dar i  
webs i t e  ht tp : / / www. ja t engp rov .go . i d  
tangga l  4 Jun i  2010; - -

7

.

P  – 

7 

: Sura t  Permohonan Kepada Bupat i  
Kla ten  ten tang  Pembenahan Data  
Penduduk ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8

.

P  – 

8 

: Per jan j i a n  Ker jasama dengan  
Univers i t a s  Gajah  Mada da lam rangka  
Pembenahan data  Penduduk  yang  caru t  
Marut ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

9

.

P  – 

9 

: Laporan  Kependudukan  Kabupaten  
Kla ten  yang dike lua r kan  oleh  Pemda 
Kla ten  yang berbeda  dengan Jumlah  
Penduduk  yang  dibe r i k an  kepada  
Komis i  Pemi l i han  Umum pada saat  yang  
hampi r  
bersamaan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  ,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  – 

da l i l  bantahannya ,  Kuasa  Tergugat  te l ah  mengajukan  

bukt i  –  bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  –  sura t  yang  

di tanda i  T  -  1 sampai  dengan    T -  12  yang  te lah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan te l ah  pula  dicocokkan  

dengan  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  

yang  sah  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 T  – : Sura t  Edaran  Menter i  Dalam Negr i  

Hal .  45 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nomor  :            R-470/4529 /SJ  

per iha l  Petun juk  Peny iapan  Data  

Kependudukan  untuk  mendukung Pemi lu  

Kada Tahun 

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -   
2

.

T  – 

2 

: Sura t  KPU Kabupaten  Kla ten  Nomor  

270/014 / I / 2 01  0 tangga l  18 Januar i  

2010; - - - - - - - - - - - -  
3

.

T  – 

3 

: Keputusan Bupat i     Kla ten  No.  

470/81 /2010 ,  tangga l   18 Pebruar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4

.

T  – 

4 

: Ber i t a  Acara  Nomor :  470/66 /27  

ten tang  Penyerahan  Data  Jumlah  

Penduduk  Kabupaten  

Kla ten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
5

.

T  – 

5 

: Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kla ten ,  No.  07 Tahun 2010  

ten tang  Penetapan  Syara t  Dukungan  

Calon  Perseorangan  Peser ta  Pemi lu  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kla ten  tahun  

2010,  tangga l  18 Pebruar i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
6

.

T  – 

6 

: Pera tu ran  KPU No.68 .  Tahun 2009  

Tentang  Pedoman Tekhn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah .  

Khususnya  Pasal  8 ayat  2 huru f  

Hal .  46 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d,Pasa l  8 ayat  6,  Pasal  19 ayat  5 

dan 7 a,  b; - - - - - - -  

7

.

T  – 

7 

: Keputusan  KPU Kabupaten  Kla ten  No.  

25 Tahun 2010 Tentang  Perubahan  

Kedua Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kab Kla ten  Nomor  01 Tahun 2010  

Tentang  Tahapan,  Program dan Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi lu  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kla ten  tahun  2010.  

beser ta  

lampi rannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
8

.

T  – 

8 

: Sura t  Edaran  Ketua  Mahkamah Agung 

Nomor:  07 Tahun 2010 ten tang  

Petun juk  Tekhn is  Sengketa  mengenai  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

(P ILKADA); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
9

.

T  – 

9 

: Pengumuman Nomor :  270/189 /V I / 2010  

ten tang  penyerahan  dokumen dukungan  

ca lon  perseorangan  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kla ten  Tahun 

2001; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1

0

.

T  – 

10 

: Kl ip i ng  har i an  Solo  Post  tangga l  4 

Jun i  2010 ber i s i  Pengumuman Nomor  :  

270/189 /V I / 2010  ten tang  penyerahan  

Hal .  47 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dukungan  ca lon  perseorangan  

Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Kla ten  Tahun 

2001; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1

1

.

T  – 

11 

: Kl ip i ng  har i an  Suara  Merdeka  tangga l  

4 Jun i  2010 ber i s i  Pengumuman 

Nomor  :  270/189 /V I / 2010  ten tang  

penyerahan  dokumen dukungan  ca lon  

perseorangan  Pemi l i han  Umum Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  Kla ten  Tahun  

2001; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1

2

.

T  – 

12 

: Ber i t a  Acara  Nomor :  40/BA/VI / 2010  

t e n t a n g  Penu t u p an  masa penye r a h a n  

dokumen dukungan  ca lon  perseorangan  

Pemi l i h a n  Umum Bupa t i  dan  Wak i l  

Bupat i  Kla ten  Tahun 

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Menimbang,  bahwa  d ida lam  pers idangan  pihak  

Penggugat  mengajukan  2  (dua)  orang  Saks i  yang  

member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah  yang  

se lengkapnya  te rsebu t  da lam ber i t a  acara  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Saks i   ,  SUTARYANA,S.Sos  

menerangkan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa yang   saks i  ketahu i  ten tang  pi l kada  di  

Kla ten  ada lah  akan  di rencanakan  untuk  memi l i h  

Bupat i  Kla ten  per iode  2010  – 

Hal .  48 dar i  73 hal .  Putusan  No.  28/G/2010 /PTUN.Smg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  bahwa  saks i  adalah  

sa lah  satu  team  as is t ens i  dar i  baka l  ca lon  

bupat i  Kla ten  per iode  2010 – 2015 dar i   unsur  

independen  yang  bernama  Imbar  

Siswad i ,SH.M.Hum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa saks i  mengetahu i  sebaga i  team as is t ens i  

dar i  baka l  ca lon  independen  yang  bernama 

Imbar  Siswad i ,SH.M.Hum  belum  mendaf ta r  d i  

KPU,  dan belum mengambi l  fo rmu l i r ; - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  sebaga i  team 

as is t ens i  dar i  baka l  ca lon  independen  yang  

bernama  Imbar  Siswad i ,SH.M.Hum belum  pernah  

ke  KPU  untuk  meminta  pen je lasan  atau  

mempero leh  

in f o rmas i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa saks i   menerangkan  bahwa  t i dak  pernah  

mendengar  rencana  saudara  Nikodemus mendaf ta r  

ke KPU;- - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Saks i   ,  Drs .  H  SARJONO 

menerangkan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i   menerangkan  saks i  te l ah  

mengundurkan  di r i  sebaga i  PNS te tap i  

saks i  masih  akt i f  karena  belum 
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mendapat  SK 

pemberhent i an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i   pernah  menjaba t  sebaga i  

Kepala  d i  Kanto r  Kependudukan  dan  

Pencata tan  Sip i l  Kabupaten  Kla ten  

se lama  2 

tahun ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa saks i  menerangkan  induk  /  payung  

hukum  dar i  admin is t r a s i  kependudukan  

di  Indones ia  ada lah  Undang- undang  

Nomor  23  tahun  2006,  Pera tu ran  

Pres iden  Nomor  25  tahun  2008,  dan  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

28  tahun  

2005; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  untuk  

mengetahu i  jumlah  penduduk  menggunakan  

day  to  day  reg i s t r a t i o n  

(pemuktakh i r an  data  dar i  har i  ke  har i )  

jad i  bukan  berdasarkan  

sensus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

− Bahwa  saks i  menerangkan  bahwa  jumlah  
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penduduk  Kabupaten  Kla ten  menggunakan  

sumber  yang  t i dak  je l as  karena  

Kabupaten  Kla ten  t i dak  mempunya i  data  

base  kependudukan  SIAK  (S is t im  

Admin is t r a s i  Kependudukan) ; - - - -

Menimbang,  bahwa  dida lam  pers idangan  pihak  

Tergugat  mengajukan  1  (sa tu )  orang  Saks i  yang  

member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah  yang  

se lengkapnya  te rsebu t  da lam ber i t a  acara  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   Saks i   ,  HASYIM  ASYARI,SH,Ms i  

menerangkan; - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  bahwa  saks i  

ada lah  dosen  d i   UNDIP  dan  seorang  

konsu l t an  untuk  bidang  pemi lu  dan 

in fo rmas i  

pemi lu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa saks i  menerangkan  jumlah  penduduk  

i t u  menpunya i  re levans i  da lam 

penye lenggaraan  pemi lu  pada  

umumnya; - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  pada  pemi lu  

leg i s l a t i f  jumlah  penduduk  d igunakan  

sebaga i  dasar  untuk  penentuan  a lokas i  

kurs i  menuru t  Undang- undang  nomor  10 
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tahun  2008  ten tang  pemi lu  

leg i s t a t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  dalam 

persya ra tan  menjad i  ca lon  da lam  par ta i  

po l i t i k  yang  dapat  mencalonkan  ada lah  

par ta i  atau  gabungan  par ta i  peser ta  

leg i s t a l i f  sebe lumnya  yang  mempunya i  

syara t  yang  mempunyai  kurs i  d i  DPRD 

min ima l  15  % d i  kurs i  DPRD  atau  

memi l i k i  komula t i f  suara  nin imum 15  % 

dar i  pemi l i han  suara  pemi lu  

leg i s t a t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  dalam 

persya ra tan  menjad i  ca lon  da lam  hal  

ca lon  perseorangan  maka  ket i ka  

mendaf ta r  harus  memi l i k i  dukungan  

min ima l  sek ian  persen  seper t i  yang  

dia tu r  da lam  undang  undang  prosen tase  

dar i  jumlah  penduduk ; - - - - - -

− Bahwa  saks i  menerangkan  baka l  ca lon ,  

ca lon ,  pasangan  ca lon ,  pasangan  ca lon  

te rp i l i h  ada  bermacam macam syara tnya ,  

untuk  bisa  disebu t  ca lon  j i k a  sudah  

mendaf ta r  dan  memenuhi  syara t  

sebaga imana  di  atur  da lam  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa saks i  menerangkan  seseorang  dapat  

d isebu t  sebaga i  baka l  ca lon  apab i l a  

orang  te rsebu t  mendaf ta r  dan 

menyampaikan   berkas  –  berkas  yang  

dipe rsya ra t kan ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  akh i rnya   p ihak  

Penggugat  dan  p ihak  Tergugat  menyerahkan  pendapat  

akh i rnya  berupa  kes impu lan  yang  di te r ima  oleh  

Maje l i s  Hakim pada har i  Senin   tangga l  5 Ju l i  2010,  

yang  pada  pokoknya  pihak  Penggugat  dan  Terguga t  

te tap  pada 

pend i r i annya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  ura ian  

Putusan  in i ,  maka  sega la  sesuatu  yang  te lah  

diu ra i kan  dalam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam 

Putusan  in i  d ianggap  te l ah  te rmasuk  dalam 

per t imbangan   perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG   PERTIMBANGAN  HUKUMNYA 

- - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  s is temat i ka  per t imbangan  

hukum suatu  putusan  diawa l i  dengan  mempert imbangkan  

ekseps i ,  kemudian  baru lah  dipe r t imbangkan  pokok  

perkaranya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  tangga l  14  

Jun i  2010  Terguga t  te l ah  menyampaikan  ekseps i ,  

dengan  demik ian  maka  Pengad i l an  akan  mengawal i  

per t imbangan  hukumnya  dengan  te r l eb i h  dahulu  

memper t imbangkan  ekseps i  yang  d isampaikan  o leh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  tangga l  14  

Jun i  2010  Terguga t  te l ah  menyampaikan  ekseps i  yang  

anta ra  la i n  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kesalahan  

subyek  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pokok  gugatan  penggugat  adalah  

mempermasa lahkan  ten tang  “da ta  jumlah  penduduk  

Kabupaten  Kla ten ” ,  yang  menuru t  penggugat  

datanya  s impang  s iu r ; - - - - - - - - - - - -

J ika  demik ian  maka  seharusnya  gugatan  in i  

t i dak  di tu j u kan  kepada  komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kla ten  (Terguga t  in  casu) ,  karena  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan,  Komis i  

Pemi l i han  Umum  t i dak  mempunya i  kewenangan  
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mengenai  penye lenggaraan  admin is t r a s i  

kependudukan ; - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rka i t  dengan  masalah  kependudukan,  

kedudukan/kewa j i ban  Terguga t  ada lah  sebatas  

untuk  meminta  data  jumlah  penduduk  kepada  

Pemer in tah  Kabupaten  Kla ten  untuk  digunakan  

sebaga i  dasar  menyusun  pendoman tekn i s  t i ap - t i ap  

tahapan  penye lenggaraan  Pemi lukada ;  Dalam  hal  

in i  Tergugat  t i dak  memi l i k i  kewaj i ban  atau  

kewenangan  untuk  menolak  atau  mengoreks i  data  

yang  disampaikan  o leh  Pemer in tah  Daerah  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. Kesalahan  obyek  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa  obyek  gugatan  Penggugat  ada lah  :  

“Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  tangga l  18  Februar i  2010  No.  07  Tahun  

2010  ten tang  Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  

Calon  Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  2010”  (se lan j u t n ya  

disebu t  sebaga i  obyek  

gugatan) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa “obyek  gugatan”  te rsebu t  d i  atas  bukan  

merupakan  penetapan  (besch i kk i ng )  yang  bers i f a t  
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konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  mela inkan  ada lah  

merupakan  pera tu ran  ( rege l i n g )  yang  bers i f a t  umum 

dalam rangka  kewenangan  Tergugat  untuk  menyusun  dan  

menetapkan  pedoman  yang  bers i f a t  tekn i s  t i ap - t i ap  

tahapan  penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  (v ide  :  pasa l  10 ayat  

(3 )  huru f  a,  b  dan  c  UU Nomor  22  Tahun  2007) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  pasa l  1  angka  3  UU No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  dapat  d iguga t  d i  PTUN  adalah  keputusan  

(besch i kk i ng )  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  

dan  f i na l  ;  ya i t u  keputusan  te rmaksud  bers i f a t  

spes i f i k ,  d i t u j u kan  kepada  persona  hukum  atau  

adressa t  te r t en t u ,  dengan  iden t i t a s  te r t en t u ,  

a lamat  te r t en t u ;  sedangkan  “obyek  gugatan”  da lam 

perkara  in i  ada lah  merupakan  pengatu ran  yang  

bers i f a t  abst rak ,  d i t u j u kan  kepada  semua  warga  

masyaraka t  tanpa  te rkecua l i ,  dan  t i dak  bers i f a t  

f i na l  karana  masih  berupa  pedoman untuk  di te rapkan  

pada  kasus- kasus  atau  ke jad ian  

inkonk re to ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  “obyek  gugatan”  ada lah  

merupakan  pengatu ran  yang  bers i f a t  umum,  maka 

berdasarkan  pasa l  2  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  
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angka  2,  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kla ten  a  quo  t i dak  dapat  menjad i  obyek  

gugat  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3. Obyek  gugatan  t i dak  menimbulkan  ak iba t  

hukum : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  apab i l a  

menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  

badan  hukum  perda ta ,  berupa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  yang  bers i f a t  pos i t i f  :  yang  

menimbulkan  hak  atau  kewaj i ban  bag i  

seseorang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

dikena i  o leh  keputusan  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  yang  bers i f a t  negat i ve :  yang  

meniadakan ,  menolak  atau  t i dak  mener ima  

suatu  hal ;  dar i  seseorang  atau  badan  

hukum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

c. Keputusan  negat i ve - f i k t i f  :  yakn i  apab i l a  

pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  t i dak  member ikan  

keputusan  atas  suatu  permohonan  untuk  

mendapatkan  suatu  hak  yang  dia j ukan  o leh  

seseorang  atau  badan  hukum 
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perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Tentang  Lega l  s tand ing  Penggugat  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te r l a l u  prematu re  mengajukan  

gugatan  a quo,  karena  sampai  saat  in i  Penggugat  

be lum  pernah  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  ca lon  

Bupat i  atau  Waki l  Bupat i  Kla ten ;  sebaga imana  

dikemukaan  dida lam  dal i l  gugatan  angka  7,  

Penggugat  baru  mengambi l  fo rmu l i r  pendaf t a r an ,  

dan  belum  melangkah  pada  t i ndakan  nyata  untuk  

menyerahkan  pendaf t a ran  dan ver i f i k a s i  dukungan;  

pengambi l an  fo rmu l i r  semacam i t u  dapat  d i l akukan  

oleh  s iapa  sa ja  tanpa  kecua l i ,  seh ingga  

Penggugat  da lam  hal  in i  t i dak  memi l i k i  “ l ega l  

stand ing ”  untuk  mengajukan  gugatan  a 

quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  yang  

dia jukan  oleh  Tergugat  te rsebu t  Penggugat  te lah  

menanggap inya  dida lam Repl i knya  tangga l  16 Mei  2010  

yang  pada  in t i n ya  ;  bahwa obyek  gugatan  merupakan  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  sudah  memenuhi  

unsur - unsur  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  dan  

Penggugat  mempunyai  lega l  s tand ing  karena  te l ah  

mengambi l  fo rmu l i r  pendaf ta ran  sebaga i  baka l  ca lon  

independen  dalam Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kla ten  Per iode  2010-
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2015; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pasal  77 

Undang- Undang Nomor  51 tahun  2009 ten tang  Perubahan  

Kedua atas  Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

menyebutkan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an  dapat  d ia j ukan  set i ap  waktu  

se lama  pemer iksaan ,  dan  meskipun  t i dak  

ada  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an  apab i l a  Hakim  mengetahu i  ha l  

i t u ,  ia  karena  jaba tannya  waj ib  

menyatakan  bahwa  Pengad i l an  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Ekseps i  ten tang  kewenangan  re la t i f  

Pengad i l an  dapat  d ia j ukan  sebe lum 

disampaikan  jawaban  atas  pokok  sengketa ,  

dan  ekseps i  te rsebu t  harus  dipu tus  

sebe lum  pokok  sengketa  

dipe r i k sa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

(3 ) Ekseps i  la i n  yang  t i dak  mengena i  

kewenangan  Pengad i l an  hanya  dapat  d ipu tus  

bersama  dengan  pokok  
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sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  sete lah  Pengad i l an  

mempela ja r i  mater i  dar i  ekseps i - ekseps i  yang  

disampaikan  o leh  Tergugat  merupakan  ekseps i - ekseps i  

yang  berka i t an  dengan;  data  penduduk  yang  s impang  

s iu r ,  sura t  keputusan  (besch i kk i ng ) ,  dan  lega l  

stand ing ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  b i l a  mater i  ekseps i - ekseps i  yang  

disampaikan  oleh  Tergugat  d ika i t k an  dengan  

keten tuan  pasa l  77  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ayat  (1 ) ,  (2 ) ,  dan  (3) ,  maka  Pengad i l an  

berpendapat ,   ekseps i - ekseps i  yang  disampaikan  oleh  

Tergugat  te r sebu t  te rmasuk  keda lam  ekseps i  la i n  

yang  hanya  dapat  d ipu tus  bersama  dengan  pokok  

sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Pengad i l an  

memper t imbangkan  mengenai  Pokok  perkara ,  Pengadi l an  

akan  mempert imbangkan  ekseps i - ekseps i  la i n  yang  

disampaikan  oleh  Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  untuk  mempert imbangkan  

ekseps i - ekseps i  la i n  te r sebu t  d i  atas  Pengad i l an  

akan  mengawal i  per t imbangan  hukum dar i  ekseps i  yang  

ke  2  yang  pada  in t i n ya  
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ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apakah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Kla ten  No.  07  Tahun  2010  ten tang  

Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010,  tangga l  18  Februar i  2010  te rsebu t  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  dan  

merupakan  keputusan  Tata  Usaha Negara  (besch i kk i ng )  

atau  

bukan  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  ke  2 

te rsebu t   Pengadi l an  akan  mempert imbangkannya  

sebaga i  ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  persyara tan  yang  berka i t an  

dengan  suatu  sura t  keputusan  dapat  d isebu t  

keputusan  Tata  Usaha Negara  atau  bukan  dia tu r  da lam 

keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  buny inya  sebaga i  ber i ku t  :  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  

Usaha  Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  
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ind i v i d ua l ,  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  b i l a  mel iha t  pada  keten tuan  

te rsebu t  d i  atas ,  maka unsur - unsur  yang  te rkandung  

dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penetapan  harus  bers i f a t  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - -

3. Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  

badan  hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  unsur - unsur  yang  te rkandung  

dalam keten tuan  pasa l  1 angka  9 Undang- Undang Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ada lah  bers i f a t  komula t i f  ar t i n ya  

bahwa  suatu  keputusan  dapat  d ika takan  sebaga i  
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  apab i l a  keputusan  

te rsebu t  mengandung  set i ap  unsur  da lam  keten tuan  

te rsebu t  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  

dapat  te rp i sahkan ,  seh ingga  apab i l a  sa lah  satu  

unsur  dar i  unsur  te r sebu t  d ia tas   t i dak  te rpenuh i ,  

maka  keputusan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ika takan  

sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Manimbang,  bahwa  dalam  sengketa  in i  yang  

menjad i  obyek  gugatan  ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kla ten  No.  07  Tahun  2010  

ten tang  Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  

Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kla ten  2010,  tangga l  18 Februar i  2010,  

untuk  i t u  agar  sura t  keputusan  obyek  sengke ta  a quo  

dapat  d imasukkan  atau  dapat  d ika takan  sebaga i  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  te r l eb i h  dahu lu  akan  

diu j i  ( toe t s i ng )  dengan  keten tuan  pasa l  1  angka  9  

Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  pen je lasan  

keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  
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Usaha  Negara ,  yang  d imaksud  

dengan : - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Bers i f a t  konkre t  menuru t  undang- undang  in i  

ada lah  obyek  yang  dipu tuskan  dalam  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  i t u  t i dak  abst rak ,  te tap i  

berwu jud te r t en t u  atau  dapat  d i ten tukan ,  

umpamanya  keputusan  mengenai  rumah  s i  A,  i z i n  

usaha  bagi  s i  B,  pemberhent i an  s i  A sebaga i  

pegawai  neger i .  Bi la  d ika i t k an  dengan  sengketa  

in i  maka,  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Kla ten  No.  07  Tahun  2010  

ten tang  Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  

Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kla ten  2010,  tangga l  18  Februar i  

2010  (buk t i  P- 1  =  T- 5)  ber i s i  ten tang  

penetapan  jumlah  syara t  dukungan  ca lon  

perseorangan  peser ta  pemi l i han  umum Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kla ten  2010 yang  di t u j u kan  kepada  

se lu ruh  penduduk  Kabupaten  Kla ten  apab i l a  

bermina t  untuk  menjad i  baka l  ca lon  peser ta  

perseorangan  pemi lu  bupat i  dan  waki l  bupat i  

Kla ten  per i ode  2010  harus  memenuhi  syara t  

dukungan  sebaga imana  di t e t apkan  dalam  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kla ten  No.  07  Tahun  2010  ten tang  Penetapan  

Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan Waki l  Bupat i  
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Kla ten  2010,  tangga l  18  Februar i  2010  (buk t i  

P- 1  =  T- 5) ,  seh ingga  dengan  demik ian  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo  t i dak  memenuhi  

syara t  

konkre t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bers i f a t  ind i v i dua l  menuru t  penje l asan  undang-

undang  in i  ada lah  bahwa  keputusan  Tata  Usaha 

Negara  i t u  t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  

te r t en tu  ba ik  alamat  maupun  ha l  yang  di t u j u .  

Kalau  yang  di tu j u  i t u  leb ih  dar i  seorang ,  

t i ap - t i ap  nama  orang  yang  te rkena  keputusan  

i t u  disebu tkan ,  da lam  sengketa  in i  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo  t i dak  

menyebutkan  nama ser ta  alamat  tempat  t i ngga l  

Penggugat  dan sura t  keputusan  obyek  sengketa  a 

quo  memuat  per iha l  ten tang  Penetapan  Jumlah  

Syara t  Dukungan  Calon  Perseorangan  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  

2010  yang  t i dak  dikhususkan  kepada  Penggugat  

sa ja ,  mela inkan  kepada  s iapa  sa ja  yang  akan  

menjad i  peser ta  Pemi lu  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  

Kla ten  2010  dar i  Calon  Perseorangan  dan  harus  

memenuhi  syara t  dukungan  sebaga imana  

disya ra t kan  dalam  sura t  keputusan  obyek  

sengketa  a 

quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bers i f a t  f i na l  menuru t  pen je l asan  undang-

undang  in i  ada lah  sudah  def i n i t i v e  dan  

karenanya  dapat  menimbulkan  ak iba t  hukum.  

Keputusan  yang  masih  memer lukan  perse tu j uan  

ins tans i  atasan  atau  ins tans i  la i n  be lum 

bers i f a t  f i na l  karenanya  belum  dapat  

menimbulkan  suatu  hak  atau  kewaj i ban  pada  

pihak  yang  bersangku tan .  Umpamanya,  keputusan  

pengangkatan  seorang  pegawai  neger i  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  Badan  Admin is t r a s i  

Kepegawaian  Negara ,  da lam  sengke ta  in i  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  a  quo  sudah  bers i f a t  

f i na l  karena  t i dak  per lu  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  ins tans i  atasan  maupun 

ins tans i  la i n  karena  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Daerah  Kla ten  mempunyai  kewenangan  at r i bu t i f  

untuk  menerb i t kan  sura t  keputusan  obyek  

sengketa           a quo berdasarkan  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  2009  

ten tang  Pedoman  Tekhn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  pasa l  8  ayat  2  huru f  d  (buk t i  T- 6) ,  

namun demik ian  walaupun  sura t  keputusan  obyek  

senke ta  a quo dike lua r kan  berdasarkan  wewenang  

at r i bu t i f  t i dak  ser ta  merta  dapat  menimbulkan  

ak iba t  hukum secara  langsung  bag i  Penggugat ,  
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karena  dalam  sengke ta  in i  Penggugat  be lum 

mendaf ta r kan  di r i  untuk  baka l  ca lon  Bupat i  

Kla ten  dar i  ca lon  perseorangan  dan  hanya  

sekedar  mengambi l  fo rmu l i r  

pendaf ta r an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  se lu ruh  ura ian  

per t imbangan  hukum  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Pengad i l an  berkes impu lan ,  bahwa obyek  gugatan  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kla ten  

No.  07  Tahun  2010  ten tang  Penetapan  Jumlah  Syara t  

Dukungan  Calon  Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kla ten  2010,  tangga l  18 

Februar i  2010  (v ide  bukt i  P- 1  =  T- 5) ,  adalah  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  memuat  pengatu ran  

yang  bers i f a t  umum dan  t i dak  sebaga i  keputusan  

(da lam  ar t i  besch ikk i ng ) ,  karena  t i dak  memenuhi  

unsur  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam  keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  beser ta  penje lasannya ,  

dengan  demik ian  maka  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  

patu t  d i te r ima  dan oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  

t i dak  

di te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa o leh  karena  ekseps i  Tergugat  

yang  ke  2 di te r ima  oleh  karenanya  te rhadap  ekseps i  

la i n  yang  se leb ihnya  t i dak  per lu  diper t imbangkan  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  

perkaranya  te rsebu t  d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  

dalam  sengketa  in i  adalah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Kla ten  No.  07  Tahun  2010  

ten tang  Penetapan  Jumlah  Syara t  Dukungan  Calon  

Perseorangan  Peser ta  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kla ten  2010,  tangga l  18  Februar i  2010  

(buk t i  P- 1  =  T-

5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  dar i  

Tergugat  d ikabu l kan  dan  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima ,  maka  te rhadap  pokok  

perkara  dalam  sengke ta  in i  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  
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lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  yang  

t i dak  d ipe r t imbangkan  da lam  putusan  in i  te tap  

menjad i  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam berkas  

putusan  a quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Penggugat  berada  

pada  pihak  yang  ka lah ,  maka  sega la  biaya  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  in i  berdasarkan  keten tuan  

Pasal  110 Undang- Undang Nomor  51 tahun  2009 ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  harus lah  

dibebankan  kepada  pihak  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  keten tuan - keten tuan  dalam  Undang-

Undang  Nomor  51  tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  pera tu ran  la i n  

yang  

berka i t an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E N G A D I  

L I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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− Mener ima  ekseps i  dar i  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam sengketa  in i  sebesar  

Rp.  86.500 , -  (de lapan  puluh  enam  r ibu  l ima  

ra tus  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

Demik ian  Putusan  in i  d iambi l  da lam  Rapat  

Permusyawara tan  Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  pada  har i  Rabu tangga l  7 Ju l i  2010  

oleh  Kami  :  EDDY NURJONO,S.H.           Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  sebaga i  

Hakim Ketua  Sidang,  MOCHAMAD ARIEF PRATOMO,S.H.  dan  

FEBRU WARTATI,S .H .M.H.  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana d iucapkan  dalam  pers idangan  

yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Senin  tangga l  12  

Ju l i  2010  oleh  segenap  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  EDWIN,S.H.  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dan  dihad i r i  o leh  pihak  Kuasa  Penggugat  

dan  Kuasa 

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                    
Hakim Ketua  Maje l i s
 

       t t d

  
EDDY NURJONO,S.H.

       

Hakim Anggota  I I  
Hakim Anggota  I

     t t d  
t t d

FEBRU WARTATI,S .H .M.H.          MOCH.ARIEF 
PRATOMO,S.H.              
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Pani te ra  Penggant i  

  
t t d

  
Edwin ,  SH 

Per inc i an  Biaya :  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -

1. Biaya  Pendaf ta ran  
gugatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.     30.000 , -  

2. Biaya  Panggi l an  Sidang  & sumpah . . . . . . . .
Rp.     45.500 , -

3. Matera i  
Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp.       6.000 , -

4. Redaks i  
Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp.       5.000 , -

J u m l  a 
h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.        Rp.    86.500 , -

               (de lapan  pu luh  enam r i bu  
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l ima  ra tus  rup iah )
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